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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. PENGATURAN DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU 
KEKERASAN SEKSUAL 
1. Prinsip Non Diskriminasi Dalam Instrumen Hukum Nasional dan 
Internasional 
Pengaturan hukum mengenai anak terdapat di dalam beberapa instrumen 
hukum, seperti KHA, UU SPPA maupun di dalam UU Perlindungan Anak dan 
setiap instrumen hukum dilandasi oleh beberapa prinsip, seperti di bawah ini: 




“Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak 
yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada 
di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, 
tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau 
asalusul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang 
lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.” 
 
b. Prinsip yang terbaik bagi anak 
“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, 
pengadilan hukum , penguasa administratif atau badan legislatif, 
kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan 
pertimbangan utama.” 
 
c. Prinsip hak atas hidup 
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 Konvensi Hak Anak (Convention of The Rights of The Child) 
 
“Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai 
hak yang melekat atas kehidupan.” 
 
d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak 
“Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu 
membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan 
pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah 
yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi 
bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si 
anak.” 
 
Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, terdapat 4 prinsip, yakni:
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a. Prinsip Non diskriminasi 
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.” 
 
b. Kepentingan bagi anak 
“Setiap anak berhak untuk diasug oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” 
 
c. Penghargaan terhadap anak 
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa 
bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam 
peperangan.” 
 
d. Hak untuk hidup dan berkembang 
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 Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 
yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di 
depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum.” 
 
Di dalam pasal 2 UU SPPA
3
, disebutkan bahwa pelaksanaan sistem 





“Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak serta 
mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat 
menyongsong masa depan yang masih panjang dan juga dapat 
memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan 
memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggung 
jawab serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.” 
 
b. Keadilan 
“Bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa 
keadilan untuk anak.” 
 
c. Non- diskriminasi 
“Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, serta bahasa, 
maupun status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi 
fisik dan/atau mental.” 
 
d. Kepentingan terbaik bagi anak 
“Segala tindakan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, 
baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun penegak 
hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus menjadi 
pertimbangan yang utama.” 
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 Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2016), hlm 100. 
 
e. Penghargaan terhadap pendapat anak 
“Untuk memberikan kebebasan terhadap anak dalam rangka 
mengembangkan kreatifitas serta intelektualitasnya.” 
 
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
“Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang 
dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan 
orang tua.” 
 
g. Pembinaan dan pembimbingan anak 
“Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, 
intelektual sikap dan perilaku anak.” 
 
h. Proporsional 
“Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas umur, 
dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum yang harus 
diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik 
keadaan sosial serta kemampuannya.” 
 
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 
“Pada dasarnya, anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, 
kecuali guna penyelesaian perkara.” 
 
j. Penghindaran pembalasan 
“Merupakan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses 
peradilan pidana.” 
 





Tabel 2  
Perbandingan Prinsip Penanganan Anak dalam KHA, UU Perlindungan 



















  Perlindungan  
  Keadilan  
Non-Diskriminasi Non-Diskriminasi Non-Diskriminasi Non-
Diskriminasi 
Kepentingan 
Terbaik Bagi Anak 
Kepentingan 
Terbaik Bagi Anak 
Kepentingan 












Hak Atas Hidup Hak Untuk Hidup 
dan Berkembang 
Kelangsungan 
Hidup dan Tumbuh 
Kembang Anak 
 




  Proporsional Proporsional 










(Sumber: Bahan Hukum Primer, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, United Nations Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile 
Justice (The Beijing Rules), diolah Tahun 2017.) 
Dari perbandingan ketiga instrumen hukum mengenai anak yang telah 
disebutkan diatas, semuanya bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diketahui bahwa 
ketiganya memiliki persamaan yang berlandaskan empat prinsip, yakni prinsip 
non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip penghargaan 
terhadap pendapat anak, serta prinsip hak atas hidup dan tumbuh kembang 
anak. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan KHA. 
Dari tabel perbandingan diatas, dapat dilihat bahwa KHA setara dengan UU 
Perlindungan Anak yang bersifat umum, sedangkan UU SPPA bersifat khusus 
karena lebih spesifik . UU SPPA lebih spesifik dikarenakan, pembuatannya 
yang mengadopsi dari KHA yang telah disahkan dalam Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention of The Rights of The 
Child (KHA). Salah satu fokus dari penelitian tesis ini ialah prinsip non 
diskriminasi. Dari ketiga instrumen hukum diatas, prinsip non diskriminasi 
sangat penting. Berdasarkan ketiga instrumen tersebut, penulis membuat 
kesimpulan bahwa prinsip non diskriminasi bertujuan agar setiap anak berhak 
dihormati tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk perlakuan apapun.  
Terdapat pula dua prinsip penanganan anak dalam The Beijing Rules, 




“Scmua diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, ras, agama, 
budaya atau bentuk-bentuk diskriminasi lain dalam pemilihan, 
penunjukan dan promosi personil peradilan anak yang harus 
dihindarkan untuk mencapai pelaksanaan peradilan anak yang 
tidak memihak.” 
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 Rule 5, United Nations Standar Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice (The 
Beijing Rules). 
 
b. Prinsip Kesejahteraan Bagi Anak 
”Merupakan pusat perhatian utama dari sistem hukum di mana 
anak pelaku kejahatan diurus oleh pengadilan, keluarga atau para 
pejabat administratif, tetapi kesejahteraan anak tersebut juga harus 
ditekankan dalam sistem hukum yang mengikuti model pengadilan 
pidana, dengan demikian memberi  sumbangan pada  dihindarinya  
sanksi hukuman  semata-mata.” 
 
c. Prinsip Proporsional 
“Prinsip ini dikenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang 
sanksi hukuman yang diungkapkan berdasarkan ganjaran yang adil 
berkaitan dengan beratnya kejahatan.” 
 
Dari beberapa prinsip umum yang ada dalam KHA, UU SPPA, serta UU 
Perlindungan Anak, terdapat pula prinsip penanganan anak dalam The Beijing 
Rules yang merupakan landasan administrasi peradilan bagi anak yang 
mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penengak hukum 
dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan 
perkara anak dengan menjaukan dari jalur formal atau tidak meneruskan ke 
proses peradilan pidana memiliki persamaan yaitu dengan adanya prinsip yang 
telah disebutkan diatas, keseluruhan prinsip yang ada bertujuan agar dapat 
menciptakan keadilan yang restoratif, yaitu semua pihak yang terlibat dalam 
suatu tindak pidana tertentu dapat secara bersama sama menyelesaikan masalah 
dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan cara 
pembalasan. Akan tetapi prinsip non diskriminasi yang tertera di dalam The 
Beijing Rules ialah Semua diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, ras, 
agama, budaya atau bentuk-bentuk diskriminasi lain dalam pemilihan, 
penunjukan dan promosi personil peradilan anak yang harus dihindarkan untuk 
mencapai pelaksanaan peradilan anak yang tidak memihak. Dan salah satu 
persoalan yang menjadi isu hukum bertentangan dengan non diskriminasi ialah 
upaya diversi dalam UU SPPA. 
Berdasarkan beberapa instrumen internasional, terdapat berbagai macam 
aturan mengenai perlindungan anak, yaitu: 
a. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tertanggal 29 November 1985 
mengenai United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice atau biasa dikenal dengan International Beijing Rules 
b. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25 tertanggal 20 November 1989 tentang 
Konvensi Hak Anak (KHA) atau disebut juga dengan Convention of the 
Rights of the Child 
Sedangkan di Indonesia, aturan mengenai perlindungan anak diatur di dalam: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban 
Berdasarkan dari berbagai macam instrumen hukum mengenai 
perlindungan anak diatas, maka dari itu aparat penegak hukum yang 
menangani anak tersebut tetap menghargai dan mentaati peraturan perundang 
undangan yang berlaku di Indonesia dan menerapkannya kepada anak sebagai 
pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga anak tidak dapat di diversi 
melainkan dengan sangat terpaksa harus di jatuhi hukuman penjara. 
2. PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM KETENTUAN DIVERSI  
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM 
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM 
PERADILAN PIDANA ANAK 
UU SPPA merupakan pembentukan suatu Undang-Undang yang baru 
dari Sistem Peradilan Pidana untuk anak yang sangat memperhatikan 
kepentingan serta memberikan perlindungan yang belum ada sebelumnya dan 
perdebatan mengenai masalah anak terus diperbincangan dan diperdebatkan 
untuk mencari solusi yang paling baik serta dapat menerapkan prinsip 
perlindungan untuk anak tanpa harus mencederai hak anak. Adanya pengaturan 
diversi dipandang sebagai suatu cara yang paling efektif dalam menyelesaikan 
masalah mengenai anak yang melakukan tindak pidana. Pakar hukum mencari 
cara bagaimana cara untuk melindungi anak dan menghindarkan anak dari 
proses hukum yang secara formal. Pemikiran mengenai diversi ini muncul pada 
awalnya karena anak yang melakukan kejahatan ini dipengaruhi beberapa 
faktor mengapa ia melakukan tindak pidana yang mana faktor itu merupakan 
faktor lain diluar diri anak itu sendiri seperti halnya faktor pergaulan, faktor 
pendidikan, faktor lingkungan dan juga pelaksanaan diversi ini bertujuan untuk 
menghindarkan efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak karena 
keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana secara formal. 
Seseorang yang diakui sebagai penjahat bukan karena melanggar aturan 
perundang-undangan, melainkan ia ditetapkan oleh penguasa sedemikian rupa 
dan tindakan seperti penangkapan merupakan langkah awal dari proses yang 
diberi nama labelling, dan labelling merupakan suatu proses yang melakukan 
suatu identifikasi dengan citra sebagai devian serta sub-kultural dan juga 
menghasilkan rejection of the rejector. Dengan adanya diversi, anak sebisa 
mungkin dapat dijauhkan dari proses peradilan pidana sehingga dapat 
mengurangi jumlah anak yang mendapat hukuman pidana penjara atau juga 
disebut sebagai hukuman yang merampas kemerdekaan seseorang, khususnya 
anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan dengan adanya diversi ini membawa 
berita baik bagi perkembangan hukum di Indonesia, serta masyarakat 
khususnya anak yang berkonfik dengan hukum. 
Terdapat penyimpangan dalam prinsip non diskriminasi terhadap 
Ketentuan diversi di dalam UU SPPA yang terdapat dalam pasal 6 sampai 
pasal 14 yang mana masih mengandung prinsip diskriminasi. Berdasarkan 
penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai diversi 
belum mencerminkan prinsip non - diskriminasi di dalam UU SPPA dan tidak 
seharusnya seorang anak pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman penjara, 
melainkan sebisa mungkin harus mengutamakan diversi. Terlihat jelas bahwa 
masih ada diskriminasi di dalam pengaturan diversi dalam UU SPPA. Karena, 
anak sebagai pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya mengerti apa yang 
telah ia lakukan di umur yang masih dalam masa pertumbuhan serta 
perkembangan fisik, emosional maupun mentalnya. Semestinya anak diberi 
alasan pemaaf dengan dapat melakukan upaya diversi dengan berlandaskan 
keadilan restoratif (Restorative Justice).
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 Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa terdapat dua syarat 
anak dapat melakukan upaya diversi, yaitu apabila: 
a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana 
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. 
b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan residivis. 
Yang dimaksud dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun ialah 




                                                                                                                                                               
“Restorative Justice atau Keadilan Restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula dan bukan pembalasan.” 
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  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak 
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 
Pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 
363 Ayat (4) KUHP, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Ayat (5) 
KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tetutup yang ada rumahnya, 
jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena 
pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
dua ratus lima puluh rupiah. 
Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan 
bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai 
penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
dua ratus lima puluh rupiah. 
Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan 
itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 
Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 
383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 
- Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli 
- Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat. 
 
Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam 
Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh 
rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana 
terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari 
tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan ”harga kerugian tidak lebih dari dua 
1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) 
2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP) 
3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP) 
4. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP) 
5. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP) 
6. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP) 
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, 
ancaman hukuman denda dikali seribu dari yang tertera dalam KUHP. 
Sedangkan mengenai prinsip non diskriminasi di dalam UU SPPA yang 
menjadi isu hukum dalam penelitian tesis ini, prinsip non diskriminasi yang 
artinya tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan kepada suku, agama, 
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak dan juga kondisi fisik maupun mental anak. Dan non 
diskriminasi seharusnya juga berlaku terhadap jenis tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. 
                                                                                                                                                               
ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP, 
maka dapat dipahami bahwa pasal 407 Ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan. 
 
Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 
KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh 






Tetapi pada proses pelaksanaan maupun penerapan, anak tetap saja tidak 
dapat mengupayakan diversi sebagaimana mestinya prinsip non diskriminasi 
tergantung dari kejahatan apa yang dilakukan. Masih terdapat pembatasan 
dalam upaya diversi yang dapat dilakukan oleh anak. Pembatasan mengenai 
diversi tertuang di dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA yang 
berbunyi: 
“Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah 
ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi.” 
“Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap 
pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, 
pemerkosaan, pengedar narkoba. Dan terorisme yang diancam 
pidana di atas 7 (tujuh) tahun.” 
 
Dalam hal ini, tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana berat 
yang dilakukan anak tidak dapat melakukan upaya diversi. Tindak pidana berat 
(Gequalificeerde Delicten) ialah suatu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk 
yang diperberat.
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 Salah satu yang termasuk kategori tindak pidana berat yaitu 
kekerasan seksual. Sehingga Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 
seksual pun tidak dapat melakukan upaya diversi meskipun pihak dari korban 
maupun keluarganya sudah memaafkan perbuatan dia dan anak sebagai pelaku 
tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum.  
Diversi merupakan hal yang baru di dalam UU SPPA. Pengaturan 
mengenai diversi ini tidak hanya mengutamakan kepentingan anak sebagai 
pelaku tindak pidana, tetapi pengaturan diversi ini juga mengutamakan 
kepentingan anak sebagai korban yang tercermin di dalam pasal 8 ayat (3) UU 
SPPA. Terlihat jelas bahwa proses diversi sama sama mengutamakan 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 133. 
kepentingan kedua belah pihak yaitu antara pelaku dan korban. Tetapi, di 
dalam salah satu prinsip yang ada di dalam penerapan pelaksanaan UU SPPA 
belum mencerminkan suatu prinsip tersebut. Prinsip yang dimaksud ialah 
prinsip non-diskriminasi. Dan secara teori yang dinamakan non-diskriminasi 
ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan kepada suku, agama, 
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak dan juga kondisi fisik maupun mental anak. Dan banyak 
juga penelitian yang membahas mengenai kemmpuan anak untuk bertanggung 
jawab terhadap pidana, salah satunya Romli Atmasasmita yang menyebutkan 
bahwa anak belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang mereka lakukan, dan 
dengan adanya pemikiran ini, anak yang melakukan tindak pidana dapat 
melakukan proses diversi tanpa melihat jenis pidana apa yang dia lakukan dan 
kategori pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. 
Berdasarkan asas “The Last Resort”, seorang anak yang melakukan 
tindak pidana seharusnya dapat menghindari hukuman pidana penjara dan 
menjadikan penjara sebagai tempat persinggahan terakhir, dan apabila ternyata 
ditemukan suatu kesepakatan antara keduanya yaitu pelaku dengan korban 
maka akan lebih baik jika pelaku dapat memberikan kompensasi untuk korban 
dibandingkan dengan pelaku yang harus dijatuhi hukuman penjara. Lebih baik 
diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak dan jauh lebih baik 
apabila korban telah memaafkan pelaku. Sistem peradilan untuk anak lebih 
mengutamakan kesejahteraan untuk anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi 
apapun untuk anak yang melanggar hukum akan sepadan dengan situasi baik 
pada pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukum, seperti yang dikutip dari 
tujuan SPPA menurut The Beijing Rules yang tercantum dalam Rule 5.1 oleh 
buku Nasir Djamil.
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 Oleh karena itu akan terlihat jelas bahwa tujuan utama dari 
sistem peradilan pidana untuk anak ialah menghindari penggunaan sanksi 
pidana yang hanya bersifat menghukum.  
Indonesia telah meratifikasi KHA yang sudah mestinya KHA dijadikan 
sebagai salah satu sumber hukum di dalam pembentukan UU SPPA serta 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak. 
Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
anak pasal 64 huruf (g) mengatakan bahwa salah satu hak yang dilakukan 
untuk dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus untuk anak ialah 
dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
upaya terakhir. 
Sangat penting membahas mengenai prinsip non diskriminasi yang 
terdapat dalam UU SPPA terhadap proses diversi, dimana seharusnya terdapat 
pemikiran bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik 
dengan hukum wajib mengupayakan diversi tanpa harus memperhatikan 
ancaman pidananya, dan seharusnya tidak boleh ada satupun anak yang boleh 
ditahan apabila upaya diversi belum dijalankan. Karena diversi dianggap 
sebagai alternatif penyelesaian kasus yang telah diakui secara internasional 
sebagai penyelesaian yang terbaik dan dianggap paling efektif bagi perkara 
anak yang melakukan tindak pidana dan hukum sebagai suatu bentuk 
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perlindungan terhadap anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk 
memeberikan suatu kesempatan yang kedua bagi anak sebagai pelaku tindak 
pidana agar dapat menjadi orang yang baik melalui jalur non-formal. 
Penerapan mengenai diversi didasari pemikiran, bahwa:
10
 
a. Anak merupakan sosok yang belum cakap baik secara fisik maupun 
psikisnya 
b. Anak terhindar dari proses hukum yang lebih dalam 
c. Anak belum mengerti sepenuhnya tentang kesalahan yang dilakukannya 
d. Anak lebih mudah dibina dibandingkan dengan orang dewasa 
e. Penjara dan penghukuman merupakan sekolah kriminal 
f. Penjara dan penghukuman adalah stigma, labelisasi seumur hidup yang 
dapat menghancurkan masa depan anak 
g. Anak sangat bergantung pada orang lain baik secara ekonomi mapunun 
bergantung secara sosial 
h. Anak merupakan pewaris bangsa dan merupakan penerus generasi masa 
depan kita 
i. Generasi penerus yang berkualitas tidak lahir dari balik jeruji 
j. Hukuman merupakan jalan terakhir 
Tetapi seorang anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual 
mendapat ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun karena dianggap tindak 
pidana berat atau lebih serius, merupakan salah satu batasan dalam persyaratan 
diversi dan juga menimbulkan perdebatan. Di dalam hukum pidana dikenal 
dengan asas Ultimum Remidium yang berarti bahwa perampasan terhadap 
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kemerdekaan anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika anak tidak 
dapat melanjutkan kasusnya dengan mengupayakan diversi, maka anak akan 
mendapati sistem peradilan pidana yang tentu saja akan berdampak buruk bagi 
anak di masa yang akan datang. Penelitian menyebutkan bahwa proses dari 
peradilan pidana dapat menibulkan efek negatif untuk anak salah satunya 
timbul stigma negatif atau label yang menyebutkan status anak ditengah 
masyarakat sebagai mantan narapidana,  
Maka dari itu, berdasarkan beberapa tulisan diatas menyebutkan bahwa 
prinsip non diskriminasi terhadap pengaturan hukum di dalam UU SPPA 
belum tercermin lantaran adanya batasan batasan yang harus dipenuhi yang 
terbukti dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi: 
“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan 
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; (b) bukan merupakan 
pengulangan tindak pidana 
 
Kasus kekerasan seksual tidak memenuhi syarat agar anak dapat 
melakukan diversi karena tindak pidana tersebut dianggap tindak pidana yang 
berat dan serius sehingga harus menjalani proses hukum secara formal. Dan 
apabila tidak dilakukannya diversi, anak menjadi kehilangan hak untuk dapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari diskriminasi. 
Perlindungan dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atas keamanan, 
ketentraman, kesejahteraan serta kedamaian dari pelindung atas segala bahaya 
yang mengancam para pihak yang dilindungi. Di dalam hal ini, anak 
seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang harus memperhatikan 
dua hal penting yang sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum:
11
 
- Segala upaya yang telah dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
maupun lembaga pemerintahan dan lembaga swasta yang memiliki 
tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan serta 
pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak sesuai dengan 
kepentingan hak nya. 
- Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh orang 
perorangan, keluarga, masyarakat maupun badan pemerintah atau 
swasta dengan tujuan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan anak dan kepentingan anak agar dapat mengembangkan 
hidupnya seoptimal mungkin. 
Untuk saat ini aturan mengenai diversi belum mencerminkan adanya 
keadilan, dimana seharusnya keadilan yang berarti adil bagi semuanya 
termasuk pelaku dan korban, tetapi di dalam pelaksanannya belum tercermin 
rasa keadilan karena ada penyimpangan di dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA. 
Karena setiap anak berhak mendapatkan kehormatan yang berdasarkan 
keadilan, sehingga tidak ada yang dapat membatasinya berdasarkan teori 
keadilan. Dan berdasarkan teori kemanfaatan, tujuan hukum ialah untuk 
memberi kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat. Apakah dengan 
adanya hukuman penjara bagi anak dapat memberikan manfaat bagi anak dan 
masyarakat serta hukuman penjara dapat menimbulkan efek jera bagi anak? 
Tentu saja tidak, dengan adanya hukuman penjara, seorang anak mungkin bisa 
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saja menjadi orang jahat kembali karena di balik jeruji, seorang anak dapat 
berkomunikasi dengan yang lainnya sehingga kemungkinan besar anak tersebut 
dapat mengulanginya lagi. Dan juga, apabila anak sudah masuk ke dalam 
sistem hukum yang formal, maka anak mendapat stigma negatif yang nanti nya 
berakibat rasa malu dalam diri anak setelah terbebas dari penjara. 
Dengan adanya batasan tindak pidana yang dapat melakukan upaya diversi 
ialah tindak pidana ringan, sehingga anak yang melakukan tindak pidana berat 
tidak dapat melakukan upaya diversi. Salah satu tindak pidana yang merupakan 
tindak pidana berat ialah kekerasan seksual, yang mana dianggap sebagai 
tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat sehingga kemungkinan akan 
diulangi perbuatannya apabila dilakukan upaya diversi. 
CONTOH KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN 
SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN 
Nomor 182/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Lmg 
Sebagai pendukung pembahasan dalam penulisan tesis ini, penulis akan 
membahas kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang terjadi di 
Kabupaten Lamongan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang 
berhubungan dengan isu hukum yakni prinsip non diskriminasi terhadap 
pengaturan diversi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual. 
POSISI KASUS 
Pada tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB, seorang anak yang 
pada saat itu berusia 15 tahun dan merupakan terdakwa yang bernama 
Mohammad Lutfan bin Lasimin yang bertempat tinggal di Desa 
Sidomulyo RT 04 RW 04 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan 
yang masih berstatus pelajar SMP kelas 2. 
Lutfan melakukan tindak pidana yang termasuk dalam tindak 
pidana kekerasan seksual yang mana ia lakukan bertempat di rumah 
temannya yang bernama Jamaludin yang berlokasi di Desa Pulo, 
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Lutfan dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan serta membujuk anak 
untuk melakukan persetubuhan dengannya. Kejadian bermula saat seorang 
anak perempuan bernama Berliana Anggi binti Moh. Solikan yang pergi 
ke rumah Jamaludin. Pada saat itu lutfan juga berada di rumah Jamaludin 
dan sudah memiliki niat untuk mau disetubuhi. Pada awalnya, berliana 
menolak ajakan lutfan untuk melakukan hubungan seksual dan kemudian, 
lutfan tetap merayu dan membujuk berliana. Lutfan mengatakan agar 
berliana dapat menunjukkan rasa sayangnya kepada berliana dengan cara 
mau agar melakukan hubungan seksual, dan ia juga bilang kalau nanti 
berliana akan dinikahinya. Mendengar rayuan tersebut, akhirnya berliana 
mau melakukan hubungan seksual tersebut yang dilakukan tanggal 7 
Maret 2014 jam 1 siang. Pada saat mereka sedang melakukan hubungan 
seksual, tiba tiba datang 3 teman mereka dan masuk ke dalam kamar yakni 
Oktalina Wahyu Pratiwi binti Majid Wahyudi yang tidur juga disamping 
lutfan serta Muhammad Jamaludin bin Untung serta Ahmad Ainur Fikri 
yang duduk di samping tempat tidur dan tanpa sepengetahuan lutfan, 
mereka telah merekam kejadian tersebut melalui ponselnya. Mengetahui 
ketiga temannya datang, lutfan menutup tubuhnya dengan selimut 
berwarna putih coklat biru dan kemudian melanjutkan hubungan layaknya 
suami istri tersebut hingga ia mengeluarkan sperma di luar kemaluan 
berliana.  
Tetapi sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 
sekitar jam setengah 9 pagi, tanggal 25 februari 2014 sekitar jam 10 pagi, 
serta tanggal 4 maret 2014 sekitar jam 8 pagi yang bertempat di rumah 
lutfan di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lamongan dengan merayu berliana 
yang apabila ia hamil nanti akan dinikahinya. Akibat perbuatan tersebut, 
berliana mengalami sobek pada selaput dara yang dinyatakan dalam visum 
et repertum Nomor: 026/III.5/VFR/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti, Sp. OG selaku dokter pemerintah 
di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dimana hasil pemeriksaan 
ditemukan robekan sampai dasar ke arah jam satu, empat, enam, tujuh, dan 
sebelas akibat persentuhan dengan benda tumpul. Oleh karena itu, hakim 
menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Lutfan bin Lasimin terbukti 
secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana 
kekerasan seksual yang dengan sengaja ia lakukan dengan membujuk 
seorang anak untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara 
terus menerus sehingga menimbulkan luka sobekan pada selaput dara. Dan 
ia didakwa dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM 
Untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah 
mengajukan beberapa saksi yakni: 
 
1. Saksi Muhammad Sholikan yaitu ayah dari berliana anggi, yang 
dibawah sumpah menerangkan bahwa ia tidak mengenal dan tidak 
memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan sudah mengetahui 
adanya video porno yang beredar serta di dalamnya terlibat anak nya 
sedang melakukan hubungan seksual, tetapi ia belum pernah melihat 
video tersebut karena malu dan juga ia mengetahui adanya video 
tersebut dari tetangganya yaitu saudara Majid yang merupakan ayah 
dari Jamaludin pada tanggal 30 April 2014 dan yang ia tahu selama ini 
anaknya yang bernama berliana merupakan anak baik baik dalam 
sikapnya dirumah dan memang betul anaknya sering  bermain dengan 
teman temannya. sebelumnya, anaknya pernah bercerita kepadanya 
bahwa ia memiliki kekasih yang tinggal di Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan Selama ini, 
kehidupan rumah tangga mereka baik baik saja dan selalu hidup rukun 
dan ia berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik dan mengawasi 
anak perempuannya 
 
2. Saksi Berliana Anggi Anggraini binti Mohammad Sholikan yaitu anak 
dari Mohammad Sholikan yang dengan tidak disumpah dengan 
pernyataannya bahwa ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengan terdakwa dan telah lama berpacaran 
dengan teman satu sekolah yaitu sejak tanggal 18 Desember 2013 dan 
telah disetubuhi sebanyak empat kali. Yang pertama pada hari Sabtu, 
22 Februari 2014 pukul 08.30 WIB, kedua hari Selasa, 25 Februari 
2014 pukul 10.00 WIB, ketiga hari Selasa, 4 Maret 2014 pukul 08.00 
WIB yang keseluruhan ketiganya dilakukan di dalam rumah 
Mohammad Lutfan di Dusun Kemendung, Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Lamongan dan Kabupaten Lamongan. Serta yang keempat 
dilakukan pada hari Jum’at, 7 Maret 2014 pukul 13.00 WIB di rumah 
Jamal yang berlokasi di Dusun Pulo, Kecamatan Tikung, Kabupaten 
Lamongan dan pada saat kejadian di rumah terdakwa, ia mau 
melakukan hubungan seksual tersebut karena selalu dirayu akan 
dinikahi bila nantinya hamil dan untuk menunjukkan rasa kasih 
sayangnya nya kepada terdakwa, ia belum pernah melakukan 
hubungan intim selain dengan terdakwa, ia tidak mengetahui bahwa 
kejadian terakhir pada saat melakukan hubungan seksual sudah 
direkam oleh temannya, Jamaludin dan saat di rumah Jamaludin, 
terdapat 3 orang temannya yang pada saat itu juga semua di dalam 
kamar dan melihatnya melakukan hubungan intim. Ketiga temannya 
yaitu, Oktalina Wahyu Pratiwi binti Majid Wahyudi, Muhammad 
Jamaludin bin Untung (pemilik rumah), serta Ahmad Ainur Fikri dan 
setelah adanya kejadian ini, saksi malu kepada orang tua, tetangga dan 
juga kepada teman sekolah karena ia dikeluarkan dari sekolah 
 
3. Saksi Oktalina Wahyu Pratiwi binti Majid Wahyudi yaitu teman dari 
terdakwa Mohammad Lutfan bin Lasimin serta teman dari Saksi 
Berliana Anggi Anggraini binti Mohammad Sholikan yang 
menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai edarna video porno 
yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat kejadian, ia berada di 
lokasi dan dalam video tersebut, pelakunya adalah kedua temannya 
yang menjadi terdakwa dengan saksi Berliana karena mereka teman 
satu sekolah dan sudah lama berpacaran dan kejadian yang direkam 
tersebut terjadi pada bulan Maret sekitar pukul 13.00 di rumah 
Jamaludin bin Untung yang berlokasi di Desa Pulo, Kecamatan 
Tikung, Kabupaten Lamongan. pada saat itu, ia diajak oleh saksi 
berliana untuk bertemu terdakwa di rumah Jamaludin dan ia juga 
melihat pada saat terdakwa berhubungan intim dengan saksi berliana 
dan ia juga tidak tahu bahwa pada saat terdakwa dengan saksi berliana 
melakukan hubungan intim telah direkam oleh Jamaludin, karena pada 
saat itu ia sedang melihat televisi dengan posisi di sebelah terdakwa 
yang sedang melakukan hubungan intim dan tidak ikut ikutan dalam 
melakukan hubungan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 
berliana. 
 
4. Saksi Muhammad Jamaludin bin Untung yang merupakan teman dari 
terdakwa Mohammad Lutfan bin Lasimin serta saksi Berliana Anggi 
Anggraini binti Mohammad Sholikan yang dibawah sumpah 
menerangkan bahwa ia mengetahui adanya video porno yang beredar 
karena pada saat pembuatannya, ia berada di lokasi kejadian dan juga 
merekam adegan yang dilakukan terdakwa tersebut dan ia merekam 
kejadian menggunakan handphone milik Ahmad Ainur Fikri untuk 
bercanda dan kejadian tersebut di rekam pada tanggal 7 Maret 2014 
pukul 13.00 di rumahnya dan ia memang berniat sendiri untuk 
merekam hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 
berliana dengan menggunakan handphone milik Ahmad Ainur Fikri 
yang sedang tergeletak di lantai. 
 
5. Saksi Ahmad Ainur Fikri bin Kartono yang Merupakan teman dari 
terdakwa Mohammad Lutfan bin Lasimin yang dengan tidak 
disumpah menerangkan bahwa ia mengetahui adanya rekaman video 
porno tersebut setelah diberi tahu oleh Jamaludin sebagai perekam 
menggunakan handphone miliknya dan Jamaludin merekam kejadian 
yang terdakwa telah lakukan awalnya hanya untuk koleksi pribadi 
dengan niatnya sendiri juga bahwa kejadian tersebut direkam pada 
tanggal 7 Maret 2014 pukul 13.00 di rumah Jamaludin bin Untung 
yang berlokasi di Desa Pulo, Kecamatan Tikung, Kabupaten 
Lamongan dan kejadian hubungan seksual yang dilakukan oleh 
terdakwa dilakukan di dalam kamar milik Jamaludin, dan pada saat itu 
saksi sedang melihat televisi serta ia juga tidak mengetahui siapa yang 
telah menyebarkan rekaman video porno yang dilakukan oleh 
terdakwa tetapi ia pernah meminjamkan handphone miliknya kepada 
Kiki dan Goni yang merupakan teman satu kampung dengannya 
 
6. Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan bahwa 
terdakwa mengakui telah berpacaran dengan Berliana Anggi sejak 
tanggal 18 Desember 2013 dan selama berpacaran, terdakwa telah 
melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak empat kali yaitu 
Yang pertama pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 pukul 08.30 WIB, 
kedua hari Selasa, 25 Februari 2014 pukul 10.00 WIB, ketiga hari 
Selasa, 4 Maret 2014 pukul 08.00 WIB yang keseluruhan ketiganya 
dilakukan di dalam rumah Mohammad Lutfan di Dusun Kemendung, 
Desa Sidomulyo, Kecamatan Lamongan dan Kabupaten Lamongan. 
Serta yang keempat dilakukan pada hari Jum’at, 7 Maret 2014 pukul 
13.00 WIB di rumah Jamal yang berlokasi di Dusun Pulo, Kecamatan 
Tikung, Kabupaten Lamongan dan sering mengajak keluar saksi 
Berliana Anggi untuk jalan jalan. Saksi Berliana tidak mau pada saat 
pertama kali terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan seksual, 
tetapi saksi mengatakan ayo melakukan hubungan intim, lek koe 
meteng mengko tak rabi yang artinya kalau nanti hamil langsung 
dinikahkan oleh terdakwa. Dan pada saat pertama kali melakukan, ia 
menggunakan alat kontrasepsi yang dibeli di toko dengan harga Rp 
1.500, 00 (seribu lima ratus rupiah) dan pada saat pertama kali 
melakukan hubungan intim, dilakukan dengan cara mencium pipi, 
bibir, kedua payudara nya, dan lehernya kemudian melepaskan 
pakaiannya serta pakaian dalam, lalu terdakwa memasukkan 
kemaluannya kedalam kemaluan berliana yang awalnya terdakwa 
mengajak berliana untuk melakukan hubungan tersebut ditolak oleh 
berliana, namun terdakwa terus merayu dan memaksa agar berliana 
menunjukkan rasa sayangnya kepada terdakwa dan terdakwa 
menjanjikan apabila berliana hamil maka akan dinikahi oleh terdakwa, 
alhasil berliana mau disetubuhi oleh terdakwa tetapi tidak mengetahui 
bahwa perbuatan yang dilakukannya telah direkam oleh Jamaludin 
dan terdakwa baru mengetahui pada malam harinya oleh Jamaludin 
yang telah merekam. 
Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan juga barang bukti 
sebagai berikut: 
- Sebuah kaos warna hijau muda 
- Sebuah celana pendek berwarna biru tua dengan garis putih hijau 
- Sebuah celana dalam berwarna merah muda 
- Sebuah kaos berwarna kuning bergambar kartun 
- Sebuah training berwarna biru tua dengan garis putih hijau 
- Sebuah kaos dalam berwarna putih 
- Sebuah BH warna coklat 
- Sebuah celana dalam berwarna putih dengan gambar bunga 
- Sebuah sprei warna merah dengan motif bunga 
- Serta sebuah selimut berwarna biru putih coklat 
Dimana semua barang bukti yang ada disita secara sah menurut 
hukum dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang 
sah dan di dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum 
Nomor: 026/III.5/VFR/2014 pada tanggal 6 Mei 2014 yang telah 
dibuat serta ditandatangani oleh dr. Trimayanti, Sp. OG sebagai dokter 
pemerintah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan hasil dari 
Visum Et Repertum mengatakan bahwa di selaput dara milik Berliana 
terdapat sobekan yang dalam hingga dasar ke arah jam satu, empat, 
enam, tujuh dan sebelas akibat persentuhan dengan benda tumpul.  
Di dalam persidangan dapat diketahui Hal-hal yang 
memberatkan: 
a. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Berliana Anggi 
Anggraini binti Mohammad Sholikan 
b. Perbuatan terdakwa telah membuat malu saksi Berliana Anggi 
Anggraini binti Mohammad Sholikan dan keluarganya hingga 
dikeluarkan dari sekolah 
Dan dapat diketahui Hal-hal yang meringankan: 
a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
b.  Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi 
c. Terdakwa belum pernah dihukum 
d. Terdakwa masih berstatus anak anak yang diharapkan masih dapat 
memperbaiki perbuatannya dan juga terdakwa masih ingin untuk 
melanjutkan sekolahnya. 
 
 Berdasarkan posisi kasus dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 182/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Lmg. Seorang 
anak bernama Mohammad Lutfan melakukan tindak pidana yang termasuk 
dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual yakni perkosaan. Yang mana 
arti dari perkosaan itu ialah sebuah serangan dalam bentuk pemaksaan 
hubungan seksual yang mengarah kepada kemaluan wanita. Oleh karena itu, 
terdakwa didakwa dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan hakim mempertimbangkan 
pasal 81 ayat (2) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Unsur “Setiap Orang” 
Yang dimaksud dengan setiap orang ialah subyek hukum sebagai 
penyandang hak serta kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan 
perbuatannya secara hukum. Terdakwa bernama Mohammad Lutfan bin 
Lasimin yang mana unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain.” 
Unsur dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengehendaki dan 
mengetahui yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan 
sadar dan ada niat untuk melakukannya. Anak yang dimaksud dalam hal ini 
ialah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk yang masih 
berada dalam kandungan. Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah 
perpaduan antara anggota kemaluan laki laki yang dimasukkan ke dalam 
anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Unsur yang 
lain yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak, dan unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur 
terpenuhi maka unsur yang lain tidak dapat dibuktikan dan unsur dalam 
dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dan secara sah 
melakukan kejahatan. Dan di dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya 
alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan 
pertanggungjawaban pidana. 
PUTUSAN 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Lamongan 
Nomor 182/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Lmg menyatakan bahwa terdakwa 
Mohammad Lutfan bin Lasimin: 
1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan 
tindak pidana yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus dan 
berulang ulang sebagai perbuatan yang dilanjutkan 
2. Dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan serta pidanan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 
wajib diganti dengan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dengan 
lama latihan kerja tidak lebih dari tiga jam per harinya 
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan terdakwa berada di dalam tahanan 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
e. Sebuah kaos warna hijau muda 
f. Sebuah celana pendek berwarna biru tua dengan garis putih hijau 
g. Sebuah celana dalam berwarna merah muda 
Dirampas untuk dimusnahkan 
h. Sebuah kaos berwarna kuning bergambar kartun 
i. Sebuah training berwarna biru tua dengan garis putih hijau 
j. Sebuah kaos dalam berwarna putih 
k. Sebuah BH warna coklat 
l. Sebuah celana dalam berwarna putih dengan gambar bunga 
Dikembalikan kepada saksi Berliana Anggi Anggraini binti 
Mohammad Sholikan 
m. Sebuah sprei warna merah dengan motif bunga 
n. Serta sebuah selimut berwarna biru putih coklat 
Dikembalikan kepada saksi Jamaludin bin Untung 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 
(lima ribu rupiah) 
Berdasarkan kasus yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual 
yakni kasus perkosaan. Perkosaan termasuk di dalam kategori tindak pidana 
berat yang mana dalam kasus ini, seorang anak yang melakukan tindak pidana 
tidak dapat melakukan diversi dan harus melalui peradilan formal. Berdasarkan 
kasus diatas yang menimpa seorang anak bernama mohammad lutfan bin 
lasimin yang berusia 15 tahun dan masih berstatus anak melakukan tindak 
pidana sehingga harus dihukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 
satu tahun lebih enam bulan. Menurut penulis, putusan tersebut belum sesuai 
dengan teori perlindungan anak. Berdasarkan teori perlindungan anak, 
pendekatan kesejahteraan atau juga disebut dengan “the best interest of child” 
yang harus dipakai sebagai dasar filosofis dari putusan tersebut. Terdapat tiga 
prinsip dari pendekatan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Yayasan 
Pemantau Hak Anak (Children Human Right: Foundation) yang penulis kutip 
melalui buku Prof. Abintoro Prakoso, yang didasari oleh tiga faktor yakni:
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1. Anak yang tentu saja masih berusia di bawah umur diasumsikan belum 
memiliki fungsi legal capacity untuk dapat melakukan suatu tindak pidana, 
yang mana anak masih bergantung kepada orang dewasa, serta tingkat 
perkembangan fisik, perkembangan mental, moral maupun spiritualnya 
masih belum matang 
2. Seorang anak dianggap belum terlalu mengerti dengan baik atas kesalahan 
yang telah ia lakukan dan sudah seharusnya diberi pengurangan hukuman 
yang berbeda dengan hukuman orang dewasa, bahkan bila perlu dialihkan 
ke jalur non-yuridis 
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3. Anak anak lebih mudah dibina dan disadarkan apabila dibandingkan 
dengan orang dewasa 
Oleh sebab itu seharusnya anak perlu dilindungi dan juga perlu 
memperhatikan pertanggungjawaban apakah yang sesuai untuk anak, bukan 
pertanggung jawaban pidana yang akan dijalani. Anak yang melakukan 
tindak pidana harus dianggap sebagai korban (child perspective as victim) 
yang berasal dari berbagai faktor yaitu:
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1. Pengaruh pergaulan sekitar 
Anak anak yang melakukan tindak pidana kemungkinan besar 
dipengaruhi oleh pergaulan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa 
sekolah, kemungkinan anak memiliki teman yang kurang baik sehingga 
perbuatan yang kurang baik akan ditiru oleh anak. 
2. Kurang perhatian 
Kurangnya perhatian dari keluarga, kedua orang tua yang sibuk serta 
tidak ada perhatian dari saudara serumah dapat memicu terjadinya kejahatan 
oleh anak, sehingga ia bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya 
sendiri. Orang tua sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang 
anak, karena apabila orang tua kurang perhatian tentu tidak mengetahui apa 
yang dilakukan oleh anaknya dan tidak memiliki waktu luang untuk 
memberikan pengarahan yang baik kepada anak anaknya. 
3. Keluarga Brokenhome 
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 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 65. 
Anak yang berasal dari keluarga brokenhome kebanyakan menjadi nakal, 
karena situasi di dalam keluarga yang sudah kacau serta kedua orang tuanya 
pun sudah sulit dan tidak bisa untuk memberikan pengarahan. 
4. Tingkat ekonomi 
Tingkat ekonomi yang rendah dapat menyebabkan anak untuk 
melakukan sebuah kejahatan dimana orangtua tidak memiliki waktu untuk 
memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya sehingga anak akan 
berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola pikirnya, 
misalnya mencuri atau berbuat asusila. 
5. Pendidikan 
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak untuk melakukan 
hal hal yang tidak berguna. Dengan banyaknya waktu luang yang dimiliki, 
anak melakukan kegiatan yang tidak terarah seperti bergabung dengan anak 
anak lain yang berasal dari golongan sama. 
Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana oleh hakim menurut penulis 
kurang tepat. Seharusnya hakim tidak memberikan hukuman pidana penjara 
untuk anak tersebut. Memang benar, pidana penjara diberikan kepada 
seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan untuk melakukan tindak 
pidana, tetapi itu diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan untuk anak 
tidak mengikuti ketentuan hukum pidana yang tertuang di dalam pasal 10 
KUHP berdasarkan UU SPPA, melainkan membuat sanksi sendiri untuk anak 
yang dimuat di dalam pasal 71 sampai dengan pasal 81 UU SPPA. Disebutkan 
dalam pasal 71 bahwa pidana pokok untuk anak dibagi menjadi dua yaitu 
pidana peringatan dan pidana dengan syarat.
14
 Dan juga putusan pengadilan 
Lamongan terhadap kasus terdakwa anak mohammad lutfan juga belum 
memenuhi beberapa prinsip atau asas yang terdapat di dalam UU SPPA, 
beberapa diantaranya: 
1. Prinsip non diskriminasi 
Yang dimaksud dengan non diskriminasi ialah tidak adanya perlakuan 
yang berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi 
fisik ataupun kondisi mental. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskriminasi 
dalam hal tindak pidana yang dilakukan. Seharusnya dari prinsip non 
diskriminasi ini, seorang anak yang melakukan tindak pidana, dapat melakukan 
upaya diversi. Diversi ialah pengalihan proses dari peradilan yang bersifat 
umum menuju kepada peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. 
2. Kepentingan terbaik bagi anak 
Kepentingan terbaik bagi anak ialah segala pengambilan keputusan yang 
menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun 
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 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pasal 71 
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 
a. Pidana peringatan 
b. Pidana dengan syarat: 
- Pembinaan di luar lembaga 
- Pelayanan masyarakat 
- Pengawasan 
c. Pelatihan kerja 
d. Pembinaan dalam lembaga 
e. Pidana penjara 
(2) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
b. Pemenuhan kewajiban adat 
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda 
diganti dengan pelatihan kerja 
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah 
pemangku hukum, kelangsungan hidup untuk anak serta tumbuh kembang anak 
sangatlah penting dan harus menjadi pertimbangan yang utama. Dalam kasus 
ini belum tercermin kepentingan terbaik untuk anak, karena dengan adanya 
hukuman penjara 1 tahun lebih sehingga anak tidak dapat melanjutkan 
sekolahnya. Oleh karena itu, didalam pengambilan keputusan terhadap 
hukuman untuk anak harus mempertimbangkan juga apakah sekolah nya nanti 
terhambat atau tidak perlu juga diperhatikan. 
3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ialah hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga maupun orang tua. Dan juga kelangsungan hidup tumbuh 
kembang anak sangatlah penting terutama bagi orangtua untuk lebih 
memperhatikan anaknya agar masa depan anak tidak melakukan tindak pidana 
lagi 
4. Perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir 
Arti dari perampasan kemerdekaan ialah upaya terakhir ialah pada 
dasarnya, seorang anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya terpaksa guna 
kepentingan penyelesaian perkara. Apabila dilihat berdasarkan asas ini, pidana 
penjara menjadi yang paling akhir dalam memutuskan harus diberi 
pertanggung jawaban apa untuk anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal 
ini harus lebih mengutamakan pidana lain seperti tindakan ataupun pelatihan 
kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh 
hakim sebagai hukuman yang tepat karena berdasarkan tindak pidana yang 
dilakukan dianggap berat sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi. 
B. REFORMULASI HUKUM DIVERSI DALAM UU SPPA TERHADAP 
PRINSIP NON DISKRIMINASI 
Sejarah penanganan anak yang memiliki perhatian khusus terhadap anak 
sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia yang semakin berkembang 
setiap harinya dan anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat 
berkembang dalam hal fisik, mental maupun spiritual nya secara maksimal 
seperti lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Resolusi 
Majelis Umum PBB 44/25 Tentang Hak-Hak Anak tanggal 20 November 
1989. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi tersebut dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conventions 
of The Rights of The Child yang memuat kewajiban negara yang 
meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak anak. Sedangkan dalam 
Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 Tentang 
United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile 
Justice (SMRJJ) merekomendasikan ketentuan mengenai alternatif-alternatif 
yang aktif terhadap pemrosesan peradilan anak dalam bentuk pengalihan yang 
berbasis masyarakat. Program-program yang menyangkut penyelesaian dengan 
pemberian restitusi kepada korhan dan yang berusaha untuk menghindari 
konflik dengan hukum di masa mendatang lewat pengawasan dan bimbingan 
sementara sangat dianjurkan. Manfaat masing-masing kasus kiranya membuat 
pengalihan menjadi tepat, bahkan apabila kejahatan yang lebih serius telah 
dilakukan. Oleh karena itu penulis akan melakukan perbandingan mengenai 
pengalihan atau yang dikenal dengan sebutan diversi yang ada di negara 
Indonesia dengan The Beijing Rules. 
1. Perbandingan Diversi di Indonesia dengan The Beijing Rules 
Pengaturan mengenai diversi di Indonesia, lahir karena adanya Undang 
Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
menggantikan posisi Undang Undang Pengadilan anak. Sebelum adanya UU 
SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum disebut dengan “anak nakal” dan 
dalam UU Pengadilan Anak belum mengenal diversi, sehingga sanksi yang 
diberikan terhadap anak ialah sanksi pidana atau sanksi tindakan. Lahirnya 
UU SPPA didasarkan bahwa seorang anak perlu mendapat perlindungan dari 
dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, serta arus global di 
bidang informasi dan komunikasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.
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 Mengingat ciri maupun sifat yang khas dalam diri anak, anak 
yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana, tetapi 
sebelum masuk ke dalam proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan 
masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, 
yakni melalui diversi. Penerapan terhadap peradilan khusus salah satunya 
untuk anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. 
Perubahan peradilan yang bersifat umum menuju peradilan yang bersifat 
khusus dan mengutamakan perlindungan anak, dan tujuan pembaharuan 
sistem peradilan pidana untuk anak, yaitu untuk:
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a. Untuk melindungi serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum 
untuk dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dan juga untuk 
dapat memberi kesempatan kepada anak agar dapat melalui pembinaan 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
16
 Op. Cit, Abintoro Prakoso, hlm 158 
untuk dapat memperoleh jati dirinya agar berguna bagi diri sendiri, 
keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 
b. Untuk mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak 
yang berhadapan dengan hukum, adanya perubahan paradigma yang 
mendasari suatu peran dan tugas masyarakat pemerintah serta lembaga 
lainnya yang berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk 
meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan hukum 
khusus untuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum. 
Berdasarkan dua tujuan terhadap pembaruan sistem peradilan pidana untuk 
anak, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keduanya yaitu untuk dapat 
terwujudnya peradilan yang benar benar menjamin perlindungan terhadap 
kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu yang 
dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak ialah diversi. Konsep 
diversi merupakan konsep baru yang ada di Indonesia, berawal dari sebuah 
wacana seminar yang sering diadakan. Konsep diversi ialah suatu konsep 
untuk mengalihkan suatu kasus dari proses yang formal ke non formal. 
Pengalihan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang 
berkonflik dengan hukum. Aturan mengenai diversi terdapat dalam bab II UU 
SPPA yang mana mulai dari pasal 6 hingga pasal 15 UU SPPA. Pengertian 
mengenai diversi terdapat dalam pasal 1 angka (7).
17
 Tujuan dari diversi 
terdapat dalam pasal 6 UU SPPA yaitu untuk: 
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 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 
luar peradilan pidana.” 
a. Dapat mencapai perdamaian antara anak sebagai pelaku tindak pidana 
dengan korban 
b. Dapat menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 
c. Dapat menghindarkan anak dari permapasan kemerdekaan 
d. Dapat mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi 
e. Dapat menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak 
Terdapat dua syarat agar anak dapat mengupayakan diversi seperti yang 
tertuang di dalam pasal 7 ayat (2), yaitu diversi dilaksanakan dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan apabila: 
a. Diancam penjara dibawah 7 (tujuh) tahun 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis 
Proses diversi di Indonesia dilakukan melalui musyawarah dengan 
melibatkan semua pihak, yaitu anak dan orang tua ataupun walinya, korban dan 
orang tua ataupun walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial 
profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dan apabila 
dibutuhkan dalam musyawarah, dapat juga melibatkan tenaga kesejahteraan 
sosial dan atau masyarakat. Di dalam tingkat penyidikan, penuntutan ataupun 
pemeriksaan perkara di persidangan, aparat penegak hukum wajib 
mengupayakan adanya diversi. Dan juga proses diversi ini wajib untuk 
memperhatikan: 
a. Kepentingan para korban 
b. Kesejahteraan serta tanggung jawab anak 
c. Penghindaran stigma negatif bagi anak 
d. Penghindaran pembalasan 
e. Keharmonisan dalam masyarakat 
f. Serta kepatutan, kesusilaan dan juga ketertiban umum 
Penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam melakukan proses 
diversi ini wajib untuk mempertimbangkan:
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a. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
b. Umur anak 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) 
d. Dukungan lingkungan keluarga maupun masyarakat 
Untuk tindak pidana yang merupakan tindak pidana pelanggaran, tindak 
pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak 
lebih dari upah minimum provinsi setempat, mendapat pengecualian tidak 
harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban untuk 
ketersediaan anak dan keluarganya dalam kesepakatan diversi. 
Kesepakatan diversi untuk dapat menyelesaikan tindak pidana ringan, 
tindak pidana tanpa adanya korban ataupun tindak pidana yang nilai kerugian 
korbannya tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat 
dilakukan oleh penyidik bersama dengan anak sebagai pelaku beserta 
keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan juga dapat melibatkan tokoh 




a. Pengembalian nilai kerugian dalam hal adanya korban 
b. Rehabilitasi medis serta rehabilitasi psikososial 
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 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
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 Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
c. Penyerahan kembali kepada orang tua ataupun walinya 
d. Keikutsertaan dalam pendidikan maupun pelatihan di LPKS atau lembaga 
pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan 
e. Serta pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan 
Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk: 
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian 
b. Penyerahan kepada orang tua atau walinya 
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pun pelatihan di lembaga pendidikan 
atau LPKS maksimal 3 (tiga) bulan 
d. Pelayanan masyarakat 
Hasil kesepakatan diversi sesuai dengan pasal 12 UU SPPA, 
disampaikan oleh atasan pejabat secara langsung yang bertanggung jawab di 
tiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN 
sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah 
kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Dan penetapan tersebut 
disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, 
ataupun Hakin yang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah ditetapkan. 
Dan setelah menerima penetapan, penyidik ataupun penuntut umum 
menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Oleh karena itu, apabila 
proses diversi tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan atau kesepakatan 
dalam diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dapat 
dilanjutkan.  
Berdasarkan pasal 14 UU SPPA, pengawasan dalam proses diversi serta 
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada pejabat yang 
bertanggung jawab secara langsung. Pembimbing kemasyarakatan wajib 
melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan terhadap anak 
yang berkonflik dengan hukum selama proses diversi berlangsung hingga 
kesepakatan diversi dilaksanakan.  
Sebelum mengurai mengenai pengaturan diversi menurut The Beijing 
Rules, penulis akan mengurai mengapa penulis memilih The Beijing Rules 
sebagai perbandingan, karena The Beijing Rules merupakan salah satu 
instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai anak. Ide mengenai 
diversi pada awalnya dibuat dalam The Beijing Rules yang mana diversi 
tercantum di dalam Rule 11.1, 11.4 dan 17.4 yang mana mengandung 
pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan 
pengalihan proses ke non formal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial 
masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah.
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Diversi atau pengalihan dalam The Beijing Rules yang disebutkan 
dalam pasal 11.1 yang mengatakan bahwa pengalihan akan diberikan untuk 
menangani anak sebagai pelaku kejahatan dengan tanpa menggunakan 
peradilan formal yang mana setiap pengalihan yang dilakukan menyangkut 
penyerahan kepada masyarakat atau instansi lain yang tepat membutuhkan 
persetujuan dari anak yang bersangkutan, orang tua atau walinya dengan syarat 
bahwa keputusan untuk menyerahkan kasus tersebut dapat dilakukan 
peninjauan kembali oleh penguasa yang kompeten. 
Sama seperti diversi dalam UU SPPA, pengalihan dalam The Beijing 
Rules yang menyangkut proses pemindaian peradilan pidana formal ke non 




formal ini berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif dari pemeriksaan 
perkara yang dilakukan untuk mencegah stigma negatif mengenai putusan dan 
hukuman yang diterima. Dan dalam proses peralihan, anak tidak boleh merasa 
ditekan untuk menghindari sidang di pengadilan atau ditekan untuk menyetujui 
program pengalihan. Program pengalihan ini dianggap tepat karena anak yang 
menjadi korban dalam konflik dengan hukum ini diberikan restitusi, melalui 






 Perbandingan Diversi di Indonesia dengan The Beijing Rules 
 INTERNASIONAL INDONESIA 
Peraturan United Nations Standard 
Minimum Rules for the 
Administration of 
Juvenile Justice (The 
Beijing Rules) 
Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Batas Usia 7 - 18 tahun 
Rule 2.2 : 
“This makes for a 
wide variety of ages 
coming under the 
definition of 
"juvenile", ranging 
from 7 years to 18 
years or above.” 
 
(Terjemahan Bebas: 
Anak yang berhadapan 
dengan hukum memiliki 
12 – 18 tahun 
Pasal 1 (3): 
“Anak yang berkonflik 
dengan hukum adalah anak 
yang berumur12 tahun tetapi 
belum berumur 18 tahun 
yang diduga melakukan 
tindak pidana.” 







- Untuk semua jenis 
tindak pidana 
Commentary of Rule 11: 
“Diversion need not 
necessarily be limited to 
petty cases, thus 




diversi tidak dibatasi 
pada kasus kecil 
dengan demikian 
diversi menjadi 
sesuatu yang penting.) 
(Pasal 7 ayat (2)) 
- Tindak pidana yang 
ancaman hukumannya di 
bawah 7 (tujuh) tahun 





-  - Pasal 1 angka (6): 
“Keadilan Restoratif adalah 
penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian 
yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan 
pembalasan. 




Tidak semua anak dapat 
melakukan diversi kecuali 
anak yang melakukan tindak 
pidana yang ancaman 
hukumannya di bawah tujuh 
tahun dan bukan merupakan 
residivis. 
(Sumber: Bahan Hukum Primer, UU SPPA, The Beijing Rules diolah Tahun 
2017) 
 
Dari tabel diatas, penulis melakukan perbandingan hukum mengenai 
diversi yang terdapat dalam UU SPPA, dan The Beijing Rules yang mana 
ditemukan persamaannya, bahwa diversi dilaksanakan dalam setiap proses 
tahapan pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pengambilan keputusan-
oleh kepolisian, kejaksaan atau badan-badan lain seperti misalnya pengadilan, 
mahkamah, pengurus atau dewan. Diversi dapat dilakukan oleh satu otoritas 
atau beberapa atau semua otoritas, sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari 
sistem yang hersangkutan. 
 
 
2. Reformulasi Hukum Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Prinsip Non 
Diskriminasi Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Masa 
Yang Akan Datang 
Berdasarkan perbandingan hukum mengenai diversi dalam The Beijing 
Rules, ditemukan bahwa tidak adanya pembatasan mengenai aturan diversi 
artinya, diversi dapat dilakukan untuk semua kategori tindak pidana sehingga 
anak yang berkonflik dengan hukum dapat mengupayakan diversi tanpa 
terkecuali dan tanpa melihat jenis tindak pidana apa yang dilakukan dan berapa 
ancaman hukuman yang diterima. Dengan melihat aturan-aturan mengenai 
anak sebelumnya mengenai diversi dapat menjadi perbandingan terhadap 
aturan diversi di Indonesia yang ada di dalam UU SPPA sebagai upaya untuk 
memperbaiki aturan hukum diversi yang ada karena tidak ada pembatasan 
untuk kasus yang kecil. Mengenai aturan diversi dalam UU SPPA memiliki 
banyak kelemahan, salah satunya ialah belum mencerminkan prinsip non 
diskriminasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan 
reformulasi hukum terhadap aturan mengenai diversi di dalam UU SPPA.  
Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana 
(penal) dengan kebijakan hukum pidana (non-penal) harus saling berkaitan 
antara satu dengan yang lain dan harus digunakan melalui pendekatan integral 
dan keseimbangan. Tujuan kebijakan hukum pidana, secara garis besar 
bertujuan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Untuk menentukan sejauh mana ketetapan atau ketentuan di dalam hukum 
pidana yang digunakan saat ini perlu digantikan atau diperbaharui 
b. Untuk menentukan perbuatan apa yang seharusnya dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya suatu tindak pidana 
c. Untuk menentukan dengan cara seperti apa penyidikan, penuntutan, 
peradilan serta pelaksanaannya dalam hukum pidana harus diterapkan 
Di dalam formulasi kebijakan hukum pidana, didapatkan dua masalah 
yang perlu dirumuskan, yakni: 
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 
b. Sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap yang melanggar 
Penggunaan teori kebijakan hukum pidana secara non penal digunakan 
di dalam reformulasi aturan mengenai diversi yang terdapat di dalam UU 
SPPA, yaitu merumuskan kembali pasal 7 ayat (2) yang menjadi bahan dalam 
penelitian tesis ini. Karena pasal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip 
perlindungan anak yang tanpa diskrimiasi. Dalam pasal ini tidak 
mencerminkan perlindungan anak yang melakukan perbuatan pidana dengan 
ancaman diatas 7 (tujuh) tahun yang melanggar ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUDNRI 
yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat memperoleh 
perlindungan hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan 
hukum. Dan tujuan dari reformulasi ini untuk mewujudkan hak-hak anak 
sebagai pelaku di dalam proses diversi yang hanya terbatas melalui syarat 
diversi yaitu pada ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Reformulasi yang 
ingin dibuat agar dapat menerapkan prinsip perlindungan anak yang salah 
satunya terdapat di dalam pasal 2 UU SPPA, yaitu prinsip non diskriminasi. 
Seharusnya, semua anak yang melakukan tindak pidana dapat melakukan 
upaya diversi sebagai upaya pertama dalam penyelesaian tindak pidana dan 
juga tidak adanya pendiskriminasian terhadap pembatasan penerapan di dalam 
syarat pelaksanaan diversi, karena hukum itu melindungi orang tanpa 
diskriminasi.  
Dalam instrumen hukum di Indonesia, terdapat beberapa landasan yang 
mendasari penulis untuk melakukan reformulasi hukum terhadap ketentuan 
diversi untuk kedepannya, yakni: 
a. Pancasila : Sila ke 5, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
Arti dari sila terakhir ini ialah seluruh warga Indonesia memiliki 
hak dan kewajiban yang sama agar tercipta keadilan. Termasuk 
juga keadilan di dalam hukum yang dapat mencerminkan semangat 
keadilan. 
b. UUDNRI : dalam pasal 28 D mengatakan bahwa 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan 
hukum.” 
 
c. Berdasarkan budaya bangsa Indonesia: salah satunya ialah masyarakat 
madani. Salah satu karakteristik masyarakat madani ialah Supremasi 
hukum atau dalam KBBI diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam 
hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan agar terciptanya keadilan 
yang dapat dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi 
dalam sebuah negara. Tentu keadilan tersebut akan tercipta apabila hukum 
diberlakukan secara netral, dalam artian tidak adanya pengecualian untuk 
memperoleh suatu kebenaran atas nama hukum. 
Berdasarkan beberapa perbandingan diatas, dengan adanya diversi, 
upaya hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesempatan yang kedua 
kepada anak sebagai pelaku tindak pidana agar dapat menjadi anak baik 
melalui jalur non penal dengan melibatkan sumber daya masyarakat (SDM). 
Mengenai prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang berlandaskan 
pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, lahirnya perlindungan 
Hak Asasi Manusia diserahkan kepada pembatasan serta peletakan kewajiban 
masyarakat dan juga pemerintah. Reformulasi mengenai diversi yang penulis 
inginkan ialah semua anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua 
jenis tindak pidana dapat melakukan upaya hukum diversi. pasal 7 ayat (2) UU 
SPPA mengatakan bahwa: 
“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 
hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara 
di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana.” 
 
Sedangkan agar pengaturan hukum mengenai diversi dapat 
mencerminkan prinsip non diskriminasi, untuk kedepannya dapat diganti 
menjadi: 
“Diversi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilaksanakan dalam hal semua tindak pidana tanpa terkecuali.” 
 
Berdasarkan reformulasi pasal 7 ayat (2) diatas, semua anak sebagai 
pelaku tindak pidana dapat melakukan upaya diversi meskipun anak tersebut 
melakukan tindak pidana yang tidak ringan. Apabila dalam upaya diversi 
belum menemukan sebuah kesepakatan di dalam penyelesaian tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, maka dapat dilanjutkan ke proses 
yang formal. Berdasarkan pasal 13 UU SPPA, yang mengatakan bahwa: 
“Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan apabila proses diversi 
tidak menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan diversi 
tidak dilaksanakan.” 
 
Anak seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam upaya 
diversi serta pelaksanaannya. Hubungan antara kebijakan hukum pidana secara 
non penal dengan reformulasi pengaturan hukum diversi ini adalah untuk dapat 
sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses hukum secara formal dan 
lebih mengutamakan proses hukum non formal. Untuk mencegah anak 
mendapatkan stigmatisasi dan label negatif dari masyarakat karena melakukan 
tindak pidana sehingga anak harus dijatuhi hukuman penjara. Tetapi, apabila 
proses diversi gagal, maka dengan terpaksa anak harus mengikuti prosedural 
hukum yakni mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, 
persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pasca putusan hakim yang 
berkekuatan hukum tetap. 
Oleh karena itu, melakukan reformulasi hukum khususnya dalam pasal 
7 ayat (2) UU SPPA ini sangat penting, karena belum mencerminkan prinsip 
non diskriminasi serta agar kedepannya dapat mencerminkan perlindungan 
hukum serta prinsip non diskriminasi dan anak dapat mendapatkan hak yang 
sama dan juga kesempatan yang sama dalam pelaksanaan diversi. 
 
 
